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Tentang: Negosiasi RCEP Tidak Boleh Mewajibkan Negara untuk Bergabung atau Melaksanakan 

Sistem UPOV (International Union for the Protection of New Varieties of Plants) dan dengan cara 

apapun Melemahkan Hak-hak Petani 

 

Para penanda tangan di bawah ini menyampaikan dengan tegas agar  negosiasi Kerja Sama Ekonomi 

Komprehensif  Regional (RCEP) tidak boleh menempatkan kewajiban apa pun kepada Indonesia atau 

negara berkembang lainnya untuk bergabung atau menerapkan sistem UPOV atau memaksakan 

kewajiban lain dan/atau pembatasan perlindungan varietas tanaman. Hendaknya dalam negosiasi 

RCEP  tidak ada aturan apapun yang mempengaruhi pemenuhan Hak-hak Petani, terutama kebebasan 

petani untuk menggunakan benih pilihan mereka sendiri ataupun  mengembangbiakan materi. 

 

Pertanian adalah hal yang sangat penting bagi perekonomian Indonesia. Merupakan sumber pekerjaan 

terbesar kedua, khususnya di daerah pedesaan, dimana sekitar 33% dari tenaga kerja Indonesia 

dipekerjakan di sektor pertanian. Pertanian menyumbang 14% dari GDP, sementara itu93% dari 

jumlah total petani Indonesia adalah pertanian keluarga kecil (petani kecil) dengan kepemilikan lahan 

rata-rata sebesar 0,6 hektar. 

 

Indonesia juga merupakan negara pihak dalam Perjanjian Internasional Pengelolaan Sumberdaya 

Genetik Tanaman untuk Pangan dan Pertanian (ITPGRFA), Konvensi Keanekaragaman Hayati 

(CBD), Protokol Nagoya tentang Akses dan Pembagian Manfaat. Dan baru-baru ini Indonesia juga 

mendukung adopsi Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Petani. 

 



Dengan latar belakang ini, sistem UPOV sama sekali tidak cocok untuk Indonesia. 

 

UPOV menyempitkan ruang kebijakan bagi Indonesia dalam menerapkan langkah-langkah yang 

mencerminkan realitas nasional, melindungi kepentingan publik dan sistem benih petani. Faktanya, 

sistem UPOV bertentangan dengan persyaratan Pasal 6 dan 9 dari ITPGRFA.
i
 Pasal 6 mengharuskan 

Para Pihak untuk mengembangkan dan memelihara kebijakan dan langkah-langkah hukum yang tepat 

untuk mempromosikan penggunaan sumber daya genetik tanaman pangan dan pertanian yang 

berkelanjutan termasuk dalam mendukung pengembangan dan pemeliharaan berbagai sistem 

pertanian, mempromosikan pemuliaan tanaman partisipatif, memperkuat kapasitas untuk 

mengembangkan varietas yang diadaptasi sesuai kondisi sosial, ekonomi dan ekologi, serta 

memperluas basis genetik tanaman dan lain-lain. 

 

Pasal 9 dari ITPGRFA menyatakan bahwa menjadi tanggung jawab pemerintah dalam mengambil 

langkah-langkah yang "melindungi dan mempromosikan" Hak-hak Petani termasuk hak petani untuk 

dapat menyimpan, menggunakan, menukar dan menjual benih pilihan petani, hak petani untuk 

melindungi pengetahuan tradisi dan untuk berpartisipasi secara adil dalam berbagi manfaat yang 

timbul dari pemanfaatan sumber daya genetik tanaman pada pangan dan pertanian. 

 

Sebuah studi yang baru-baru ini dilakukan atas nama Kementerian Federal Jerman untuk Kerjasama 

Ekonomi dan Pembangunan menyimpulkan bahwa “Undang-undang PVP berbasis-UPOV 91 

ditemukan tidak memajukan realisasi Hak-Hak Petani; hal tersebut justru secara efektif mendorong ke 

arah yang berlawanan.”
ii
 

 

Sebuah penilaian dampak hak asasi manusia dari implementasi aturan UPOV 1991 di Filipina, Kenya, 

dan Peru  menyimpulkan “… jika diterapkan dan ditegakkan, UPOV 91 akan memutuskan hubungan 

timbal balik yang menguntungkan antara sistem perbenihan formal dan informal”, dan “pembatasan 

penggunaan, pertukaran dan penjualan benih yang dilindungi dapat berdampak buruk terhadap hak 

atas pangan, karena benih mungkin menjadi lebih mahal atau lebih sulit untuk diakses” serta “hak 

asasi manusia lainnya, dengan mengurangi jumlah pendapatan rumah tangga yang tersedia untuk 

pangan, kesehatan atau pendidikan.”
iii
 Diperkirakan bahwa dengan bergabung atau mematuhi UPOV 

91 akan meningkatkan biaya benih lebih dari 4 kali lipat.
iv
 

 

Penilaian lebih lanjut menambahkan bahwa pengetahuan tradisional yang diterapkan oleh petani 

dalam pemilihan, pelestarian dan penyimpanan benih adalah dasar dari inovasi lokal dan konservasi 

benih in-situ dan “pembatasan UPOV untuk menyimpan, bertukar, dan menjual benih yang dilindungi 

serta merta mengorbankan petani yang perlahan telah kehilangan pengetahuan mereka terkait dengan 

pemilihan dan pelestarian benih. Mereka juga secara perlahan akan kehilangan kemampuan untuk 

mengambil keputusan tentang apa yang akan ditanam dan pada jenis tanah apa, bagaimana 

menanggapi serangan hama, atau bagaimana menyesuaikan sistem benih mereka dengan perubahan 

kondisi iklim." "Proses "deskilling" para petani – yang sudah mengalami penurunan keanekaragaman 

hayati local – bisa menjadi lebih akut dengan pembatasan penggunaan benih yang diperkenalkan 

melalui undang-undang serupa UPOV 91, dan dari perspektif hak asasi manusia, pembatasan praktik 

tradisional dan sistem manajemen benih ... berdampak buruk pada hak-hak petani, budaya, kaum 

minoritas, masyarakat adat, perempuan, serta keanekaragaman hayati dan hak atas pangan”. 

 

Menurut General Comment 12 dari Komite Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, hak atas pangan 

mengharuskan negara untuk secara aktif terlibat dalam kegiatan yang dimaksudkan untuk 

memperkuat akses masyarakat dan pemanfaatan sumber daya [termasuk benih] dan sarana untuk 



memastikan mata pencaharian mereka, termasuk dengan tidak mengambil tindakan apa pun yang 

berakibat mencegah akses tersebut. Oleh karena itu, rezim kekayaan intelektual dan kebijakan benih 

harus sesuai dan kondusif untuk perwujudan hak atas pangan yang memadai. 

 

Pelapor Khusus tentang Hak atas Pangan dalam laporannya tahun 2009 kepada Majelis Umum 

menyoroti bahwa “Negara - terutama negara-negara berkembang di mana fungsi tradisional, sistem 

benih petani bahkan lebih penting, baik untuk pencegahan erosi genetik dan mata pencaharian 

komunitas petani - harus merancang bentuk perlindungan sui generis pada varietas tanaman yang 

memungkinkan sistem ini untuk berkembang, walaupun ini artinya mengadopsi peraturan perundang-

undangan yang tidak sesuai dengan UPOV ”. Dia menyimpulkan: “Tidak ada Negara yang harus 

dipaksa untuk membentuk sebuah rezim dalam perlindungan hak kekayaan intelektual yang 

melampaui persyaratan minimum dari Perjanjian TRIPS: perjanjian perdagangan bebas yang 

mewajibkan negara-negara untuk bergabung dengan Konvensi UPOV 1991 atau untuk mengadopsi 

undang-undang yang sesuai dengan UPOV, oleh karena itu, dipertanyakan."
v
 

 

Kekhawatiran utama atas sistem UPOV adalah aturan ini akan memfasilitasi biopiracy sumber daya 

genetik. UPOV tidak mengakui prinsip-prinsip CBD bahwa akses terhadap sumber daya genetik lokal 

harus bedasarkan pada persetujuan informasi sebelumnya (prior informed consent/PIC) dan 

pembagian manfaat yang adil dan merata (benefit sharing/BS). Sebagai gantinya hal itu 

memungkinkan perlindungan PVP untuk varietas yang dikembangkan dengan menyalahgunakan 

sumber daya genetik lokal. Karenanya UPOV bertentangan dengan CBD dan upaya internasional 

untuk seperti WTO dan WIPO, di mana Indonesia dan negara berkembang lainnya telah 

mengadvokasi kewajiban terhadap pihak yang mengajukan penggunaan sumberdaya hayati agar 

mengungkapkan asal, bukti PIC dan pembagian manfaat sebagai syarat untuk menerima perlindungan 

kekayaan intelektual.   

 

Secara singkat, sistem UPOV menawarkan kerangka hukum yang sangat kaku dan tidak sesuai untuk 

negara-negara berkembang. Sistem ini dikembangkan pada tahun 60-an untuk modalitas produksi 

benih yang berlaku di negara-negara maju terutama di Eropa. Indonesia dan negara berkembang 

lainnya tidak pernah berpartisipasi dalam negosiasi UPOV. Oleh karena itu, banyak ahli independen 

yang merekomendasikan bahwa negara-negara berkembang tidak boleh bergabung atau menerapkan 

sistem UPOV.
vi
 

 

Akhirnya, kami memuji dukungan Indonesia untuk "Deklarasi tentang hak petani dan masyarakat 

yang bekerja di daerah pedesaan" yang diadopsi oleh Dewan Hak Asasi Manusia dan Majelis Umum 

PBB yang mengharuskan Negara untuk "mengambil langkah-langkah dalam menghormati, 

melindungi dan memenuhi hak untuk benih petani dan masyarakat yang bekerja di daerah pedesaan” 

termasuk Hak Petani. Implementasi dari Deklarasi ini mengharuskan Indonesia untuk memiliki ruang 

kebijakan penuh dalam menerapkan langkah-langkah yang relevan. 

 

Kami menekankan bahwa sistem UPOV akan menyebabkan ketidakkonsistenan dan melemahkan 

sistem perbenihan petani di Indonesia dan hak-hak internasional dan kewajiban dari Indonesia di 

bawah berbagai instrumen internasional. Yang terpenting, seharusnya tidak ada yang menghalangi 

hak petani Indonesia untuk secara bebas menyimpan, menggunakan, bertukar, dan menjual benih 

pilihan petani / mengembangbiakan materi. 

 

Kami ingat Pasal 27.3 (b) Perjanjian WTO-TRIPS memungkinkan kebebasan penuh oleh negara-

negara untuk mengadopsi sistem perlindungan varietas tanaman (PVP) yang sesuai dengan kondisi 



dan kebutuhan pertaniannya. Hendaknya dalam negosiasi RCEP tidak ada yang akan memengaruhi 

dan membatasi kebebasan ini. Indonesia harus memiliki ruang kebijakan untuk menerapkan sistem 

PVP yang sesuai untuk sistem pertaniannya, melindungi sumber daya genetik tanaman lokal, para 

petani  dan menjaga kepentingan umum serta memungkinkan pemerintah untuk mengambil langkah-

langkah dalam mengimplementasikan Deklarasi tentang Hak-hak Petani dan masyarakat yang bekerja 

di daerah pedesaan. 
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